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PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pal

AT
L EE o

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

netapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan nikah /Istbat Nikah

yang diajukan oleh :

Mu'ammar Khadavi bin Amran Tayeb, umur 18 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di
Jalan Banteng Blok A No. 04, Kelurahan Birobuli Selatan,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Nur Fadillah binti Abdul Fattah Abd. Rahim, umur 21 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A No. 04, Kelurahan
Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Palu pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor

10/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon | (Mu'ammar Khadavi

bin Amran Tayeb) dan Pemohon Il (Nur Fadillah binti Abdul Fattah Abd.

Rahim) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon
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dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ustad Zulkarnain (imam
masjid) dan Roni Djalaluddin (keluarga Pemohon II) dengan mahar
uang tunai Rp. 110.000,- ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara
Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat-syarat dan tidak
melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada
hubungan darah/sesusuan. Pemohon | yang berstatus Jejaka dan
Pemohon Il yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon | maupun
Pemohon Il tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Agilah
Shanum Ramadhani (perempuan), umur 8 bulan ;

6. Bahwa karena Pemohon | dan Pemohon Il melangsungkan
pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya
Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta
Nikah ;
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Hérdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon
ngadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa,

' ngadj_lj sertel memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Abd. Rahim), yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 di Jalan
Banawa, RT/RW : 02/01, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER
- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya ;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

adanya permohonan lItsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Januari 2020
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu’ammar Khadavi

dan Nur Fadillah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah, Kota Palu, Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh

Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
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MOmor 7203082201090005 tanggal 03-12-2015, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palu, Bukti
tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi
kode bukti (P.3);

4, Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/7/BS-1011/1/2020 yang
dikeluarkan oleh an. Lurah Birobuli Selatan, Kasi Pemerintahan dan
Trantib, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Bukti surat tersebut, lalu
oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474/08.01/MLN/VII/Sie
Pem yang dikeluarkan oleh an. Lurah Maleni, Seklur, Kecamatan
Banawa, Kabupaten Donggala, Bukti surat tersebut, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Abdul Fattah bin Abd. Rahim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan CV. Lamarupa), bertempat
tinggal di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Idan Pemohon lI;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohonll menikah pada tanggal 24 April

2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
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{Ja 2 orang saksi yakni saksi pertama Ustad Zulkarnain (imam
Ul

1 Nurul) dan saksi kedua Roni Djalaluddin (keluarga Pemohon

- Bahwa mahar yang diberikanPemohon | kepada Pemohon II berupa
uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratussepuluh rupiah);

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon lltidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalanguntuk menikah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon lIberstatus Jejaka dan Pemohon
lIberstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemochon lltidak memiliki buku nikah
disebabkan Pemohon | masih dibawah umur dan Pemohonll saat itu
telah hamil 8 bulan dan keluarga sudah pernah melapor ke KUA
Setempat;

- Bahwa dari pernikahan tersebutPemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai seorang anak perempuan yangbernama Agilah Shanum
Ramadhani, umur 8 bulan;

- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan
nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. Alma Marawali binti Jodjo Marawali, umur 53 tahun, agama ...,
pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A Nomor 04
Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Idan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
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Kabul ada 2 orang saksi yakni saksi pertama Ustad Zulkarnain (imam
masjid Nurul) dan saksi kedua Roni Djalaluddin (keluarga Pemohon
In);

- Bahwa mahar yang diberikanPemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratussepuluh rupiah);

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon lltidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalanguntuk menikah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon Iberstatus Jejaka dan Pemohon
lIberstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Illtidak memiliki buku nikah
disebabkan Pemohon | masih dibawah umur dan Pemohonll saat itu
telah hamil 8 bulan dan sudah pernah melapor ke KUA Setempat;

- Bahwa dari pernikahan tersebutPemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai seorang anak perempuan yangbernama Agilah Shanum
Ramadhani, umur 8 bulan;

- Bahwa maksud mengajukan permohonan penetapan pengesahan
nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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k ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
pSahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim
menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itshat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala, pada 24 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il bernama Abdul Fattah Abd. Rahim, yang ijab kabulnya
diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Yakin bernama Hi. Salim Al-ldrus,
dengan maskawin berupa uang Rp110.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2
orang saksi masing-masing bernama Ustadz Zulkarnain dan Roni
Djalaluddin, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku
Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,
sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta
keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga
atas nama orang tua Pemohon | dan orang tua Pemohon Il, sebagai sebagai
bukti mbagi masing-masing Pemohon mendapat restu dari orang tuanya
untuk menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan
cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 sampai P.3 tersebut
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erbukti bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il selama ini
administrasi kependudukan sebagai anak dari satu

Ui secara administrasi dari rumpun keluarganya masing-

bahwa Pemohon Il mengajukan bukti P.4 berupa Surat
menderangkan bahwa Pemohon Il sudah masuk menjadi

Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan yang

Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga bukti P.5 berupa Surat
Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Maleni, Kecamatan
Banwa yang menerangkan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di daerahnya, dengan bukti ini menunjukkan
bahwa ljab Kabul perkawinan secara Islam telah berlangsung dan diakui oleh
pemerintah setempat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu Abdul Fattah bin Abd. Rahim dan Alma Marawali binti Jodjo Marawali
yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di
muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta
tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
pada 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Abdul
Fattah Abd. Rahim yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid

Nurul Yakin, bernama Hi. Salim Al-ldrus, dengan maskawin berupa uang
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Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama Agilaj Shanum Ramadhani
(perempuan);
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan
akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai
dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal
30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,
serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang
dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut
tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat
nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal
pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut

diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
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I alsladl, 18] Jrsiso

seelum bayi lahir ke dunia, dengan melihat masalahat dan mudarat
permohonan Para Pemohon sekarang ini, Majelis Hakim telah
mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dengan mengutamakan
madaratnya, dan sampai pada kesimpulan bahwa apabila pernikahan para
Pemohon tidak diitsbatkan, maka lebih besar madarat yang terjadi dari pada
kemasalahatan menolaknya, sehingga Majelis Hakim harus
mengkontralegen Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan
menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Ii;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan
menyatakan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan
pada 24 April 2019 di Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II.

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Mu’amar Khadavi bin
Amran Tayeb) dengan Pemohon Il (Nurul Fadillah binti Abdul Fattah Abd.
Rahim), yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2019 di Jalan Banawa,
Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah.

3.  Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar perkara
sejumlah Rp306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Tumisah. Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.
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Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.Hl.

‘Rp 30.000,00
"Rp 60.000,00

Panggilan ‘Rp 180.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah ‘Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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